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MOTTO 

 

 

 
Kemajuan tidak mungkin terjadi tanpa adanya perubahan, dan mereka yang tidak 

bisa merubah cara berpikir atau isi pikiran mereka, tidak akan bisa mengubah 

apapun”
1
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 George Bernard Shaw (dramawan Irlandia), 2010, Golden Wise, Citra Publishing, 

Yogyakarta, hlm 32. 
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RINGKASAN 

 

Landasan kebijakan perekonomian nasional negara Indonesia adalah 

berdasarkan UUD 1945 khususnya dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa perekonomian negara dibangun berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang 

bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerapan asas demokrasi 

ekonomi tersebut untuk memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para 

pelaku usaha dalam bersaing secara sehat. Kemudian lahirlah Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 

untuk membatasi segala perilaku atau tindakan pelaku usaha yang mengarah pada 

persaingan usaha tidak sehat. Salah satu kegiatan yang dilarang adalah 

persekongkolan tender sehingga ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini yaitu 

persekongkolan dalam tender penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara 

nasional (KTP elektronik Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012). Penelitian ini 

mempunyai 2 (dua) tujuan diantaranya tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan 

umummya yaitu untuk mengetahui dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha. Sedangkan tujuan khususnya 

adalah untuk (1) mengetahui dan memahami jenis persekongkolan dalam tender 

penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional (KTP elektronik 

Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012), (2) mengetahui dan memahami akibat 

hukum persekongkolan dalam tender penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK 

secara nasional (KTP elektronik Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012) terhadap 

upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini bersifat yuridis 

normatif yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa UU No. 5 Tahun 

1999, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, dan Putusan KPPU No. 03/KPPU-

L/2012. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder berupa studi pustaka terkait, serta 

sumber bahan non hukum berupa sumber yang diambil dari internet dan kamus 

hukum. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan (Statute Approach). 

Penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional (KTP 

elektronik Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012) memunculkan dugaan adanya 

penyimpangan berupa pengaturan jumlah produk iris scanner sebanyak 12 unit untuk 

Pemerintahan Pusat yang dilakukan oleh Konsorsium PNRI dan PT Astragraphia. 

Selain itu, berupa pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau 

pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang 

mengikuti tender yaitu dengan adanya tindakan post bidding yang dilakukan Panitia 

tender dengan memerintahkan kepada Konsorsium PNRI dan PT Astragraphia untuk 

segera melengkapi dokumen persyaratan ISO 9001 dan 14001 setelah batas akhir 

pemasukan dokumen penawaran yaitu tanggal 8 April 2011. Implementasinya bahwa 

PT Astragraphia menyerahkan persyaratan ISO tersebut pada tanggal 9 April 2011 

dan Konsorsium PNRI menyerahkannya tanggal 11 April 2011, yang menerangkan 

bahwa tanggal 9 April 2011 tersebut merupakan hari sabtu (hari libur/diluar jam 
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kerja). Sehingga dengan munculnya tindakan persekongkolan tersebut terdapat akibat 

hukum yang sangat berpengaruh terhadap beberapa aspek diantaranya aspek negara, 

aspek pelaku usaha, dan aspek masyarakat terhadap upaya menciptakan persaingan 

usaha yang sehat.  

Jenis persekongkolan dalam kasus tender KTP elektronik Tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2012 ini adalah persekongkolan vertikal dan horizontal. Kemudian hasil 

dari tindakan persekongkolan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang sangat 

berpengaruh terhadap beberapa aspek diantaranya aspek negara, aspek pelaku usaha, 

dan aspek masyarakat dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dilihat dari 

aspek negara meliputi menurunkan kestabilan perekonomian negara, menurunkan 

daya saing nasional dan menurunkan tingkat kepercayaan pihak asing terhadap 

perusahaan dalam negeri untuk bekerjasama dalam menanamkan modalnya di 

Indonesia. Aspek Panitia tender dan PPK, bahwa KPPU merekomendasikan kepada 

Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi administratif kepada Panitia 

tender dan juga PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Aspek pelaku usaha meliputi 

menurunkan tingkat potensi pelaku usaha untuk bersaing dengan pelaku usaha lain 

dan memperlambat kemajuan dan perkembangan pelaku usaha dalam berkompetisi 

dengan pelaku usaha lain. Dalam hal ini pelaku usaha yang terbukti secara sah 

melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU menghukum berupa membayar 

denda sebesar Rp. 20 miliar untuk Konsosrsium PNRI dan Rp. 4 miliar untuk PT. 

Astragraphia.  

Selanjutnya, untuk dapat meminimalisir adanya tindakan persekongkolan 

dalam kegiatan bisnis diperlukan peran aktif dari KPPU, panitia tender, PPK, pelaku 

usaha, dan juga dari masyarakat. Bagi KPPU dalam melakukan penyidikan dan 

memberikan sanksi kepada Pihak Terlapor sesuai dengan aturan-aturan dalam UU 

No.5 Tahun 1999. Bagi Panitia tender sebagai penyelenggara tender KTP elektronik 

Tahun 2011-Tahun 2012 harus lebih teliti, konsisten, dan bersikap objektif dalam 

menentukan pemenang tender sesuai dengan persyaratan dalam RKS (Rencana Kerja 

dan Syarat) dan peraturan perundang-undangan terkait. Bagi Pejabat Pembuat 

Komitmen, sebelum menandatangani kontrak pekerjaan tender harus mencermati dan 

meneliti substansi dari kontrak serta mengamati dan mengevaluasi segala kegiatan 

yang terjadi selama proses tender. Bagi Pelaku usaha harus bersaing secara sehat 

dengan pelaku usaha lainnya sesuai persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan 

oleh Panitia tender dan juga peraturan perundang-undangan. Sedangkan bagi 

masyarakat wajib ikut berpartisipasi dalam mengawasi kegiatan usaha yang mengarah 

pada persaingan usaha tidak sehat. 
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